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BABI
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam
sebuah negara. Sebab sumber daya manusia berperan untuk
memaksimalkan jenis sumber daya lainnya, seperti sumber daya
alam. Indonesia sebagai negara dengan kekayaan alam yang
melimpah, tentunya harus dapat mengelolanya dengan baik untuk
mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengelolaan
sumber daya manusia di Indonesia menjadi aspek yang penting
untuk diperhatikan. Supaya potensi negara dapat digali dengan
baik, dan kekayaan alam dapat dimanfaatkan maksimal demi
kemakmuran rakyat.

Disamping untuk mengelola kekayaan alam, sumber daya
manusia juga penting untuk menjalankan tugas dan fungsi negara
melalui pemerintah. Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki peranan
yang menentukan dalam mengelola kondisi tersebut. Sejumlah
keputusan strategis mulai dari merumuskan kebijakan sampai pada
implementasi kebijakan dalam berbagai sektor pembangunan
dilaksanakan oleh PNS. Untuk memainkan peranan tersebut,
diperlukan sosok PNS yang profesional, yaitu PNS yang mampu
memenuhi standar kompetensi jabatannya sehingga mampu
melaksanakan tugas jabatannya secara efektif dan efisien. Untuk
dapat membentuk sosok PNS profesional seperti tersebut di atas
perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur pelatihan. Selama ini
pelatihan pembentukan CPNS dilakukan melalui pendidikan dan
pelatihan, dimana praktik penyelenggaraan pelatihan yang
pembelajarannya didominasi oleh ceramah sulit membentuk
karakter PNS yang kuat dan profesional.



Sejalan dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan
merujuk pada ketentuan Pasal 63 ayat (3) dan ayat (4) UU ASN,
CPNS wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui
proses pelatihan terintegrasi untuk membangun integritas moral,
kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan,
karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan
memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Diperlukan
sebuah penyelenggaraan Pelatihan yang inovatif dan terintegrasi,
yaitu penyelenggaraan Pelatihan yang memadukan pembelajaran
klasikal dan nonklasikal di tempat Pelatihan dan di tempat kerja,
sehingga memungkinkan peserta mampu menginternalisasi,
menerapkan, dan mengaktulisasikan, serta membuatnya menjadi
kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga
terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional
sesuai bidang tugas. Melalui pembaharuan Pelatihan tersebut,
diharapkan dapat menghasilkan PNS profesional yang berkarakter
dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana
kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu
bangsa. Arus globalisasi sudah tidak terbendung masuk ke
Indonesia. Disertai dengan perkembangan teknologi yang semakin
canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0, yakni
menekankan pada pola digital economy, artificial intelligence, big
data, robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena
disruptive innovation. Menghadapi tantangan tersebut, kita periu
meningkatkan daya saing kita baik nasional maupun regional. PNS
sebagai pelayan masyarakat yang mempunyai peranan penting
dalam proses pelayanan publik dalam masyarakat, merupakan aset
negara yang perlu dikembang potensi dan kemampuannya. Untuk
mewujudkan hal itu, diperlukan desain diklat yang tepat bagi CPNS



sebagai awal pembentukan karakter dan kompetensi sesuai
tuntutan jabatannya.

Berdasarkan hal di atas, penyempurnaan dan pengayaan
konsep Diklat Prajabatan dilakukan dengan mengembangkan
desain Diklat terintegrasi sejalan dengan perkembangan dinamika
tuntutan jabatan dan penguatan terhadap kompetensi bidang
sesuai dengan formasi jabatan yang ditetapkan. Nomenklatur Diklat
Prajabatan diubah menjadi Pelatihan Dasar CPNS, sebagai salah
satu jenis Pelatihan yang strategis pasca UU ASN dalam rangka
pembentukan karakter PNS dan membentuk kemampuan bersikap
dan bertindak profesional mengelola tantangan dan masalah
keragaman sosial kultural dengan menggunakan perspektif whole
of government atau one government yang didasari nilai-nilai dasar
PNS berdasarkan kedudukan dan peran PNS dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada setiap pelaksanaan
tugas jabatannya sebagai pelayan masyarakat sebagai wujud nyata
bela negara seorang PNS.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS)

4. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia;

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Nomor 12 Tahun 2018 Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri
Sipil.



6. Peraturan Sekretariat Jenderal Nomor 6 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 2018;



BAB Il
PROFIL ORGANISASI

A. VISI MISI UNIT KERJA

Biro Kepegawaian dan Organisasi sebagai salah satu unsur
organisasi Setjen DPR dibawah Deputi Bidang Administrasi
memiliki tugas dan fungsi tidak langsung memberikan dukungan
terkait tugas dan fungsi DPR RI di bidang legislasi, anggaran, dan
pengawasan. Namun posisi Biro Kepegawaian dan Organisasi
sangatiah strategis dalam memberikan dukungan perencanaan dan
pengelolaan sumber daya manusia, pelaksanaan administrasi
keanggotaan Dewan, penataan organisasi, serta pengelolaan
pelayanan kesehatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Biro Kepegawaian dan Organisasi
berdasarkan pada Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal
DPR Rl sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Sekretaris Jenderal DPR Rl Nomor 7 Tahun 2018, yaitu “Biro
Kepegawaian dan Organisasi mempunyai tugas pengelolaan
manajemen kepegawaian, pelaksanaan administrasi keanggotaan
dan kesekretariatan fraksi, penataan organisasi dan tata laksana,
serta pengelolaan pelayanan kesehatan.”

Berdasarkan Rencana  Strategis 2016-2019  Biro
Kepegawaian dan Organisasi Setjen dan Badan Keahlian DPR RI,
Biro Kepegawaian mempunyai visi yaitu "Terwujudnya sumber daya
manusia yang profesional dan berkualitas, dalam organisasi
Sekretariat Jenderal yang efektif, efisien dan akuntabel dengan
administrasi keanggotaan dan kesekretariatan Fraksi dan
pelayanan kesehatan yang optimal®. Visi ini mendukung saah satu
dari tujuh misi Setjen dan BK DPR Rl yaitu untuk memberikan
dukungan di Bidang Administrasi yang profesional dan andal.



L]

Selanjutnya, agar visi Biro Kepegawaian dan Organisasi
dapat berjalan dengan baik, visi ini kemudian dijabarkan dalam
sebuah misi yang juga tertulis didaam Rencana Strategis 2016-
2019 Biro Kepegawaian dan Organisasi Setjen dan BK DPR RI
yaitu ‘Penataan manajemen sumber daya manusia, administrasi
keanggotaan Dewan dan kesekretariatan Fraksi, kelembagaan dan
ketatalaksanaan, serta pelayanan kesehatan”.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi secara
lengkap dapat dilihat pada bagan berikut :

Bagan 2.1
Struktur Organisasi Biro Kepegawaian dan Organisasi

* Sumber : Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia

C. PENJELASAN TUGAS DAN FUNGSI
Jabatan fungsional analis kepegawaian termasuk dalam
rumpun manajemen. Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara Republik Indonesia nomer 36 Tahun 2006 tentang
Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya,
bahwa analis kepegawaian diberi tugas, tanggung jawab,
wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan pengembangan
sistem manajemen PNS. Tugas pokoknya adalah melakukan
kegiatan manajemen PNS dan pengembangan sistem manajemen
PNS. Adapun rincian kegiatan analis kepegawaian tingkat ahli
pertama antara lain:
1. Menyusun soal ujian saringan sebagai anggota
2.  Mengawal pelaksanaan ujian saringan
3. Memeriksa dan menandatangani usul persetujuan teknis
pengangkatan PNS bagi CPNS yang menjalani masa
percobaan lebih dari 2 tahun
4. Meyiapkan surat keputusan penetapan Karpeg dan
Karis/Karsu
Menyusun laporan hasil sidang Baperjakat
Memeriksa dan menandatangani usul perpindahan
pegawai
Memeriksa keberatan DUK
Memeriksa dan menandatangani nota usul peninjauan
masa kerja
9. Memeriksa usul penetapan CLTN/Tewas/Anumerta
10. Menyusun kebutuhan diklat teknis
11. Menginventarisasi data yang berkaitan dengan
kesejahteraan
12. Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat
peringatan/teguran
13. Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan
14. Menyiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan surat
pengaduan



15.
16.
17.
18.

19.
20.

21.

22

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29,

30.

31.

32.
33.

35.

Menyiapkan surat jawaban atas surat pengaduan
Menyiapkan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan
Menyiapkan konsep surat peringatan/teguran

Menyiapkan konsep surat tentang tindak lanjut surat
peringatan/teguran

Menyusun laporan hasil pemeriksaan

Menyiapkan dan menandatangani surat keputusan
pemberhentian dengan hak pensiun

Menyiapkan pemberian NPP pejabat negara

Menyiapkan SK pemberhentian pegawai

Menyiapkan instrumen evaluasi pelaksanaan rekrutmen
pegawali

Membuat daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam
analisis jabatan

Membuat laporan hasil analisis jabatan

Menganalisis data jabatan

Menganalisis setiap  struktur untuk  mengetahui
eselonering setiap nomenklatur jabatan

Membuat konsep kajian tentang klasifikasi jabatan
Menginventarisasi  seluruh  jabatan pada instansi
pemerintah untuk memperoleh jumlah data/informasi
jabatan

Menyiapkan konsep prosedur, metode, standar dan teknik
evaluasi jabatan

Menganalisis bahan/data penyusunan pola dasar karier
Menganalisis data jabatan

Menyusun standar kompetensi jabatan

Mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan penelusuran
bakat pegawali

Menginventarisasi dan menganalisis bahan-bahan
pengembangan sistem pengelolaan arsip kepegawaian



36.

37.

38.

39.

40.

Membuat kajian tentang pengembangan sistem
pengelolaan kepegawaian

Menyempurnakan konsep sistem pengelolaan dokumen
kepegawaian

Membuat naskah konsep pedoman pengelolaan dokumen
kepegawaian

Mengidentifikasi permasalahan gaji, tunjangan, dan
kesejahteraan

Menyusun laporan



BAB IlI
RANCANGAN AKTUALISASI

A. IDENTIFIKASI ISU

y |

Isu1
Belum tersedianya dokumen kontrol dalam proses pensiun
Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Proses pensiun seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terdiri
dari beberapa tahapan, yang tidak berhenti sampai pada
terbitnya SK Pensiun saja, melainkan masih terdapat proses
lanjutan setelah SK terbit. Di Bagian Kepegawaian Setjen dan
BK DPR RI, selama ini proses pensiun pegawai tersebut sudah
berjalan, namun tanpa adanya dokumen yang menunjukkan
tahapan proses yang belum dan sudah dilalui oleh sebuah
usulan.

Masalah yang kemudian muncul adalah sulitnya mengontrol
proses yang sudah atau belum dijalankan pada usulan pensiun
PNS ini. Hal tersebut dapat muncul karena keterbatasan sumber
daya manusia di Bagian Kepegawaian. Kondisinya adalah
sebelum adanya penerimaan CPNS tahun 2019 ini, jumlah analis
kepegawaian sebanyak 3 orang dan kemudian dibuat pembagian
tugas. Dan proses pensiun ini dipegang dan dikontrol oleh 1
orang analis kepegawaian, sebab merupakan kegiatan rutin yang
beerkesinambungan. Sebenarnya memang masih terdapat
pegawai lain, namun statusnya adalah pegawai pelaksana yang
sewaktu-waktu dapat berpindah unit kerja. Kondisi tersebut
menimbulkan  risikko  tidak  lancarnya  proses  yang
berkesinambungan. Akhirnya pegawai lain hanya bersifat
mendukung terlaksananya proses pensiun ini.

Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan pengetahuan
pegawai lain mengenai proses pensiun ini menjadi kurang. Dan
kemudian masalah muncul ketika pegawai yang mengontrol
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pensiun tersebut sedang tidak dapat hadir di kantor dalam waktu
cukup panjang. Pegawai yang ada, kesulitan untuk membantu
meneruskan proses, sebab informasi kontrol tersebut belum
berbentuk tertulis dan belum menjadi dokumen bersama.
Dampaknya adalah dapat memengaruhi kepuasan pegawai yang
sedang mengurus proses pensiunnya.

Untuk memecahkan masalah tersebut, solusi yang
ditawarkan adalah adanya dokumen kontrol mengenai proses
pensiun ini, sehingga pegawai lain dapat melanjutkan proses
tersebut. Dokumen tersebut, diharapkan juga dapat menciptakan
kondisi dimana proses pensiun pegawai ini dapat diketahui oleh
semua pegawai di Bagian Kepegawaian. Manfaatnya kemudian
adalah tercipta kontrol antar pegawai untuk saling mengingatkan
apabila ada proses yang belum dijalankan. Selain itu juga, agar
ketika salah satu pegawai sedang tidak dapat hadir dalam dinas
keseharian, pegawai lain dapat menjadi cadangan pada proses
tersebut.

Dari pelatihan yang sudah dijalani, dukungan teoritik
terdapat pada mata pelatihan Komitmen Mutu, Manajemen ASN,
serta Pelayanan Publik. Komitmen mutu, sebab kegiatan ini
dilakukan untuk menjaga kualitas dari proses pensiun PNS agar
dapat berjalan sesuai peraturan dan waktu yang telah
ditentukan. Komitmen mutu ini juga dilakukan dalam rangka
pelayanan publik. Yakni dengan adanya komitmen mutu,
diharapkan kualitas pelayanan publik dalam proses pensiun PNS
ini dapat menciptakan kepuasan bagi pegawai yang sedang
berproses pensiun. Mata pelatihan manajemen ASN turut
menjadi dukungan dalam kegiatan ini, sebab proses pensiun
merupakan salah satu kegiatan dalam manajemen ASN
khususnya manajemen PNS.

11



2.

Isu 2

Belum tersedianya bagan informasi mengenai proses pelaporan
mutasi keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mutasi keluarga merupakan sebuah kondisi dimana terdapat
perubahan data keluarga pegawai, contohnya adalah adanya
pernikahan, kelahiran anak, serta kematian anggota keluarga.
Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) terjadinya
perubahan data keluarga tersebut perlu untuk dilaporkan kepada
pemerintah. Sebab, pemerintah menyediakan tunjangan bagi
anggota keluarga pegawai. Sebaliknya, ketika ada anggota
keluarga yang putus hubungan dengan pegawai seperti bercerai
atau meninggal dunia, maka pegawai wajib melaporkannya juga
agar dihentikan pemberian tunjangannya.

Proses pelaporan mutasi keluarga ini dianggap masih belum
terinformasi dengan baik. Indikatornya adalah terdapat beberapa
pegawai yang mengalami mutasi keluarga (menikah, cerai,
kelahiran anak, meninggal salah satu tanggungannya) namun
sangat terlambat dalam melaporkan. Hal ini cukup menjadi
perhatian karena terkait dengan tunjangan keluarga yang
seharusnya diperoleh atau seharusnya sudah tidak diperoleh lagi
oleh seorang pegawai. Jika kondisi ini berlanjut, maka pegawai
berisiko tidak mendapatkan tunjangan keluarga yang seharusnya
diterima. Di sisi lain, Negara juga berisiko mengeluarkan uang
negara berupa tunjangan keluarga yang seharusnya sudah tidak
dikeluarkan lagi, yang artinya hal ini menyebabkan kerugian
negara.

Harapannya dengan adanya infografis ini adalah pegawai
terinformasi dengan baik, sehingga setiap kali terjadi mutasi
keluarga pegawai yang bersangkutan dapat proaktif untuk
segera melapor. Dampaknya adalah pegawai yang bersangkutan
dapat menerima hak sesual dengan kondisi keluarganya,

12



ataupun di sisi lain, negara juga dapat terhindar dari keluarnya
uang negara yang sudah bukan peruntukannya.

Isu3
Belum tersedianya bagan informasi mengenai Kartu Istri/Kartu
Suami (Karis/Karsu) Pegawai Negeri Sipil.

Sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), data terkait
keluarga perlu untuk dilaporkan, termasuk mengenai istri atau
suami. Selain terkait dengan tunjangan keluarga, pelaporan
istri/fsuami ini juga sebagai data orang terdekat yang dapat
dihubungi ketika terjadi sesuatu pada pegawai yang
bersangkutan. Sebagai contoh, ketika PNS meninggal dunia dan
secara aturan memenuhi syarat untuk menerima pensiun akibat
meninggal dunia, maka yang berhak menerima hak pensiun
tersebut yang utama adalah istri/suami PNS yang bersangkutan.
Untuk dapat menjadi penerima hak pensiun tersebut, salah satu
legalitasnya adalah kartu istri/kartu suami (Karis/Karsu) pegawai.

Informasi terkait karis/karsu ini masih belum tersedia dengan
baik, apakah itu terkait fungsi, prosesnya, maupun berkas yang
diperlukan untuk mendapatkannya. Sehingga pada praktiknya,
pegawai masih belum memberi atensi lebih kepada dokumen ini.
Padahal karis/karsu ini salah satu fungsinya adalah pada saat
PNS pensiun nanti, yang berhak mengambil hak pensiunnya
adalah pegawai yang bersangkutan sendiri atau istri/suami yang
namanya tercantum dan memiliki karis/karsu ini. Fungsi lain dari
karis/karsu ini adalah sebagai bukti pendaftaran istri/suami sah
dari PNS, sebagai lampiran surat pengantar permohonan
pensiun  Janda/Duda, serta wuntuk tertib administrasi
kepegawaian. Pada praktiknya, pegawai masih belum memiliki
perhatian yang cukup terkait karis/karsu ini, sehingga partisipasi
aktif pegawai terlihat belum baik.

13



Kurang baiknya atensi pegawai mengenai Karis/Karsu ini,

risikonya adalah administrasi pegawai yang tidak tertib serta data

pegawai terkait istri/suami belum ada dasar yang kuat. Selain itu,

apabila di suatu kondisi pegawai meninggal dunia, maka akan

menghambat proses pengajuan pensiun Janda/Duda.

Harapannya dengan adanya infografis ini, pegawai dapat

terinfformasi dengan baik, sehingga dapat proaktif dalam proses

pengurusan Karis/Karsu.

Yang akhirnya berdampak pada

tertibnya administrasi kepegawaian. Selain itu, akan dapat

mendukung kelancaran proses-proses kepegawaian lain yang

membutuhkan dokumen Karis/Karsu.

B. PEMILIHAN ISU PRIORITAS

Tabel 3.1 Analisis USG Pemilihan Isu

No

TG RN e AT e g

1

Belum tersedianya dokumen kontrol
dalam proses pensiun Pegawai
Negeri Sipil (PNS)

4

11

Belum tersedianya bagan informasi
mengenai proses pelaporan mutasi
keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS)

10

Belum tersedianya bagan informasi
mengenai Kartu Istri/Kartu Suami
(Karis/Karsu) Pegawai Negeri Sipil

Berdasarkan analisis USG di atas, maka isu yang dipilih

adalah isu 1, yakni belum tersedianya dokumen kontrol dalam

proses pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hasil analisis menilai

bahwa isu tersebut cukup mendesak untuk segera dibahas,

dianalisis dan ditindaklanjuti. Sebab, kegiatan tersebut merupakan

kegiatan atau proses yang rutin dilakukan dan bukan kegiatan yang

sifatnya insidental. Setiap bulan ada pegawai yang pensiun,

minimal 1 orang. Meskipun jumlahnya hanya 1 orang, tetapi proses
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yang dilakukan oleh analis kepegawaian tetap sama dari awal
hingga akhir.

Kedua ditinjau dari sisi keseriusan isu jika terkait dengan
akibat yang mungkin timbul. Isu ini dinilai memiliki akibat yang
cukup serius, terkait dengan manajemen PNS. Isu ini
mengakibatkan salah satu kegiatan dalam manajemen PNS tidak
berjalan dengan optimal, yakni proses mengenai pensiun PNS.
Selain itu, dari sisi PNS yang bersangkutan terhambatnya proses
ini akan membuat PNS terlambat dalam menerima hak-hak
pensiunnya.

Ketiga, terkait dengan dampak berkepanjangan yang
mungkin muncul jika kondisi ini tidak diperbaiki adalah rendahnya
kepuasan pegawai dalam proses pengurusan pensiun ini.
Kemudian juga terkait koordinasi antar analis kepegawaian menjadi
kurang rapi. Kurangnya kepuasan ini juga dapat dipengaruhi oleh
kurangnya koordinasi antar pegawai di Bagian Kepegawaian. Pada
akhirnya nanti, diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai
secara individu, yang diharapkan juga dapat meningkatkan kinerja
organisasi.

C. GAGASAN PEMECAHAN ISU

Untuk mengatasi isu yang telah dipilih, gagasan yang dipilih
adalah penyediaan dokumen kontrol dalam proses pensiun
Pegawai Negeri Sipil (PNS).
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D. RANCANGAN AKTUALISASI
: Bagian Kepegawaian Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI
: a Belum tersedianya dokumen kontrol proses pensiun Pegawai Negeri Sipil

Unit Kerja
Identifikasi Isu

Isu yang Diangkat

Gagasan Pemecahan Isu

(PNS)

b. Belum tersedianya bagan informasi mengenai proses pelaporan mutasi

keluarga Pegawai Negeri Sipil (PNS).

c. Belum tersedianya bagan

(Karis/Karsu) Pegawai Negeri Sipil.
Belum tersedianya dokumen kontrol proses pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

. Penyediaan dokumen kontrol proses pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Tabel 3.2 Rancangan Aktualisasi

informasi mengenai

Kartu

Istri/lKartu Suami

e g 4 i (i 5 . B a ==Y,
Telaah Kebijakan 1.1. Identifikasi 1.1. Kumpulan « Akuntabilitas Kegiatan ini Kegiatan ini
mengenai proses pensiun peraturan  terkait peraturan (transparan dengan | melibatkan proses | dijalankan dengan
PNS pensiun PNS terkait pensiun | adanya gambaran | analisis yang dapat | jujur, transparan,
1.2. |dentifikasi proses PNS proses pensiun dan | terkait dengan tanggung jawab,
pensiun PNS 1.2. Gambaran berkas yang diperlukan | upaya terwujudnya |cermat, orientasi
1.3. |dentifikasi berkas proses pada proses pensiun) kualitas sumber terhadap mutu,
proses pensiun pensiun PNS |« Nasionalisme daya manusia, sehingga
PNS 1.3. Daftar berkas (kepentingan bersama, khususnya pegawai | mendukung
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L b M e A 0 o e e - gy ] i -
untuk proses gambaran proses dan | di Bagian penguatan nilai
pensiun PNS daftar berkas dapat | Kepegawaian. organisasi berupa

dimanfaatkan demi | Peningkatan Akuntabilitas,
kepentingan bersama) kualitas ini Profesional, dan
» Etika Publik (Cermat, | kemudian Integritas.
dalam melakukan | diharapkan dapat
kedua identifikasi) meningkatkan
« Komitmen Mutu | profesionalisme
(Identifikasi pegawai.
mengutamakan  mutu
yang baik)
+ Manajemen ASN

{Identifikasi proses dan
berkas dalam proses

pensiun PNS meupakan
salah satu kegiatan
dalam manajemen
PNS)
Pembuatan dokumen | 2.1. Diskusi terarah | 2.1. Catatan hasil |« Akuntabilitas (Dalam | Kegiatan ini | Kegiatan dilakukan
kontrol proses pensiun dengan atasan diskusi merancang  dokumen | mengandung dengan jujur,
PNS pada Google Sheets mengenai 2.2, Dokumen mengedepankan proses diskusi yang | transparan,
kerangka dokumen kontrol kejujuran dan | mengedepankan bersikap sopan,
yang akan dibuat pensiun PNS transparan) kejujuran dan | bersikap  hormat,
2.2. Merancang 2.3. Dokumentasi |e Etika Publik (Diskusi | transparansi, kebermanfaatan,
dokumen  kontrol koordinasi dengan atasan | pengamalan etika | dan  kemandirian
pada dengan BDTI mengedepankan sopan | publik, serta | sehingga
2.3. Koordinasi dengan dan hormat dalam | bertujuan untuk | mendukung  nilai
BDT! bersikap dan | meningkatkan mutu | organisasi
berperilaku) dari layanan | Akuntabilitas,
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C) i s

a=s = of
e

antar unit kerja, yakni
dengan BDTI
merupakan pengarmalan
nilai Whole of
Government (WoG])).

+ Komitmen Mutu | kepegawaian. Profesional,
(Proses  perancangan | Kondisi  tersebut | Integritas.
dokumen ini | tentunya
berorientasi mutu, | menunjang visi Biro
dimana dokumen | Kepegawaian dan
diharapkan memiliki | Organisasi  untuk
nilai  kebermanfaatan | terwujudnya
yang baik bagi pegawai) | sumber daya
Manajemen ASN | manusia yang
(Perancangan dokumen | profesional dan
dalam rangka | berkualitas. ~ Hal
menunjang proses | tersebut juga
Manajemen PNS) tentunya
Pelayanan Publik | berkenaan  untuk
(Adanya  rancangan | memperbaiki
dokumen  diharapkan | penataan
dapat meningkatkan | manajemen
kualitas pelayanan | sumber daya
publik  pegawai  di | manusia yang lebih
Bagian Kepegawaian) | baik lagi
Whole of Government
(adanya hubungan
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sumber daya sebaik-

manusia (pegawai).

B[ ST LD el SR v TR TR SO R I i T i R el S T R ST e S AT A e S A e AN
Sosialisasi dokumen | 3.1. Melakukan 3.1. Laporan » Akuntabilitas (Adil dan | Kegiatan ini | Kegiatan
kontrol proses pensiun penyajian singkat transparan dalam | terdapat partisipasi | mengedepankan
PNS rancangan kegiatan proses  ini,  yakni | pegawai lain dalam | aspek adil,
dokumen  kontrol sosialisasi sosialisasi mengundang | sosialisasi dan uji | transparan,
proses  pensiun | 3.2, Dokumentasi seluruh pegawai di | coba dokumen | persamaan derajat,
PNS kepada dan catatan | Bagian Kepegawaian) kontrol proses | sikap sopan,
pegawai di bagian kegiatan uji [« Nasionalisme pensiun, sehingga | hormat,  efisiensi,
kepegawaian. coba (persamaan derajat dan | diharapkan dapat | dan efektivitas
3.2. Melakukan uji | 3.3. Kumpulan tidak diskriminatif | meningkatkan sehingga
coba  dokumen ulasan adalah  nilai  yang | kualitas pegawai di | menguatkan  nilai
kontrol proses maupun dikedepankan  dalam | Bagian Akuntabilitas,
pensiun PNS saran terkait proses ini dengan | Kepegawaian serta Profesional, dan
3.3. Mengumpulkan pemanfaatan melibatkan pegawai di | meningkatkan Integritas.
hasil ulasan dokumen Bagian Kepegawaian | profesionalisme
pemanfaatan kontrol dan tidak menganggap | Pegawai.
dokumen  kontrol remeh setiap saran dan | Adanya ulasan
proses pensiun masukannya) terhadap  produk
PNS + Etika Publik (Proses | yang dicoba juga
sosialisasi ini dilakukan | dapat mendorong
dengan sopan dan | partisipasi pegawal
hormat kepada seluruh | untuk turut
pegawai] menyampaikan :
« Komitmen Mutu saran F‘Erbalkﬂn
(Kegiatan ini dilakukan | untuk
dengan meningkatkan
mengedepankan  nilai | kualitas, baik itu
efisiensi dan efektivitas, | kualitas  produk
yakni dengan maupun kualitas
pemanfaatan waktu dan | Sumber daya
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baiknya tetapi dapat
membuahkan hasil
yang baik)
= Pelayanan Publik
(Kegiatan ini sebagai
bentuk pelayanan publik
yakni produk dapat
diakses dengan
transparan dan
mendukung partisipasi
pegawai Bagian
Kepegawaian)
Melaporkan hasil | 4.1. Diskusi terkait | 4.1. Catatan hasil |« Akuntabilitas (Laporan | Kegiatan ini | Kegiatan  laporan
pemanfaatan  dokumen hasil pemanfaatan diskusi terkait | dibuat secara jujur dan | sebagai bentuk | sebagai bentuk
kontrol proses pensiun dokumen  kontrol hasil transparan) tanggung  jawab | tanggung  jawab
PNS proses  pensiun pemanfaatan |« Nasionalisme atas apa yang | atas jabatan, dibuat
PNS dokumen (Kegiatan dilakukan | dilakukan, atau | secara jujur, diskusi
4.2. Penyusunan kontrol dengan atas upaya | dilakukan dengan
laporan hasil | 4.2. Laporan hasil | mengedepankan peningkatan mutu | musyawarah untuk
pemanfaatan pemanfaatan musyawarah dan | yang diusulkan. | menggali manfaat
dokumen  kontrol kekeluargaan dalam | Adanya bentuk | dan kekurangan
proses  pensiun mengambil kesimpulan) | tanggung jawab ini | dokumen tersebut,
PNS « Etika Publik (Kegiatan | juga merupakan | dan laporan dibuat
dilakukan dengan | salah satu | berdasarkan
sopan dan hormat) perwujudan kondisi yang
+« Komitmen Mutu | profesionalisme sesungguhnya. o
(Kegiatan dilakukan | sumber daya | Kondisi ini
dengan  berorientasi | Manusia menguatkan  nilai
pada mutu, baik itu organiasi _berupa
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“mutu iaporan mai.lpun

mutu aktualisasi secara

keseluruhan)
Pelayanan Publik
(Adanya laporan
merupakan bentuk
pertanggungjawaban

kepada publik terkait
dengan peningkatan
pelayanan yang
diberikan).

“Akuntabilitas,
Profesional, dan
Integritas.
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BAB IV
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A.PENJELASAN PELAKSANAAN AKTUALISASI

Aktualisasi yang dilaksanakan berjudul Penyediaan
Dokumen Kontrol Proses Pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Pelaksanaan aktualisasi ini terdiri atas 4 kegiatan, yang masing-
masing kegiatan ini terdapat beberapa tahapan kegiatan.

1. Telaah Kebijakan Proses Pensiun PNS
Kegiatan ini dilakukan pada minggu ke-5 bulan Agustus 2019
dan minggu ke-1 pada bulan September 2019. Telaah kebijakan
ini terdiri atas 3 tahapan kegiatan, yakni identifikasi aturan yang
terkait dengan pensiun PNS, identifikasi proses atau alur pensiun
PNS, dan identifikasi berkas pensiun PNS. Identifikasi aturan
yang terkait dengan pensiun PNS dilakukan dengan melakukan
pencarian di internet. Pencarian ini diterapkan baik pada alamat
situs instansi terkait seperti Badan Kepegawaian Negara (BKN)
dan PT. Taspen, maupun pada instansi Kementerian/Lembaga
(K/L) negara lainnya yang juga menyelenggarakan proses
pensiun. Hal ini bertujuan untuk sekaligus membandingkan
proses yang dilakukan pada instansi lainnya pada proses
pensiun PNS. Adapun aturan yang didapatkan antara lain
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun
Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Undang-undang
ini mengatur mengenai pemberian pensiun kepada Pegawai
yang dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta
kepada Janda/Duda Pegawai, baik itu mengenai masa kerja,
usia pegawai yang pensiun, mulai pemberian pensiun, dan
lainnya. Aturan ini secara umum masih menjadi acuan dalam
penentuan pemberian pensiun maupun hak-hak pensiun
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pegawai dan belum ada aturan terbaru mengenai pemberian
pensiun pegawai ini.

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (ASN). Undang-undang ini merupakan aturan terbaru
mengenai Sumber Daya Manusia pegawai di Indonesia.
Namun begitu, ketentuan mengenai pensiun tidak terlalu
banyak dan mendetil, sehingga aturan pensiun masih
mengacu kepada UU Nomor 11 Tahun 1969.

3. Peraturan Kepala BKN Nomor 32 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penetapan dan Penyesuaian Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya. Aturan
ini menjelaskan mengenai besaran jumiah pensiun pokok
yang diterima oleh Pensiunan PNS maupun oleh
Janda/Dudanya.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1877 Tentang Peraturan Gaji Pegawai
Negeri Sipil (PNS). PP ini berisi ketentuan mengenai gaji
PNS yang kemudian dijadikan acuan untuk menentukan
pensiun pokok yang diterima oleh Pensiunan PNS.

5. Peraturan Pemerintan Nomor 18 Tahun 2019 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya. Peraturan Pemerintah ini merupakan
aturan terbaru mengenai penetapan pokok pensiun, namun
belum memiliki aturan turunan berupa petunjuk teknis
penetapannya. Meski begitu, besaran mengenai pensiun
pokok dalam aturan ini tetap digunakan, karena terkait
dengan aturan gaji PNS terbaru.

Tahapan kegiatan yang kedua adalah mengenai identifikasi
proses atau alur pensiun PNS. Hal ini bertujuan untuk
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mengetahui proses apa saja yang harus dilalui dalam pensiun

seorang PNS. Tahapan kegiatan dilakukan melalui eksplorasi

terhadap proses pensiun, sebab sebelum masa pelaksanaan

aktualisasi dimulai penulis sudah dilibatkan dalam pengurusan

pensiun PNS. Eksplorasi dilakukan dengan mencari tahu lebih

lanjut mengenai proses yang dilalui dalam pengurusan pensiun

ini. Dan secara umum proses dalam pengurusan pensiun ini

adalah sebagai berikut:

Pegawai
menyearahkan
berkas usulan

pensiun

SK asli
diberikan
kepada
pegawai

Bag.
Kepegawaian
melakukan
input data ke
aplikasi BKN
dan
menyerahkan
berkas ke BKN

BKN
menerbitkan
Persatujuan

Teknis (Pertek)
terhadap usulan
pansiun
lersabut.

Bag.
Kepegawaian
menerbitkan SK
Pensiun
berdasarkan
Perlek yang
diterbitkan BKN

Distribusi SK

Salinan SK

diteruskan ke Bag.

Adm. Keuangan
untuk penerbitan
SKPP

— =

/N

Salinan SK
digunakan
mengurus LKO
ke PT. Taspen

l

Mengurus Kiaim
pensiun pertama
(SP4AS SP4B)

Gambar 4.1 Alur Proses Pengurusan Pensiun PNS
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Tahapan yang ketiga adalah identifikasi berkas pensiun
PNS, yakni untuk mengetahui berkas apa saja yang diperiukan
dalam pengurusan pensiun PNS. Langkah yang dilakukan dalam
tahapan ini sama dengan yang dilakukan pada tahapan pertama,
bahkan dapat dikatakan prosesnya dikerjakan bersamaan antara
tahapan pertama dengan tahapan ketiga ini. Langkah yang
ditempuh adalah dengan melakukan pencarian melalui internet
pada laman instansi terkait, yakni Badan Kepegawaian Negara
(BKN) dan PT. Taspen. Selain itu, juga dilakukan telaah pada
dokumen mengenai daftar persyaratan yang ditentukan Bagian
Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI yang telah dilaksanakan
selama ini.

Dalam pencarian pada laman BKN, persyaratan pensiun
disampaikan melalui infografis yang dapat diakses melalui
alamat https:/www.bkn.go.id/alur-syarat-pelayanan-administrasi-
kepegawaian/pensiun. Di dalam infografis tersebut disampaikan
alur umum mengenai pengurusan pensiun PNS, yakni
PNS/Keluarga PNS mengurus kepada instansi tempatnya
bekerja, kemudian instansi tersebut meneruskan pengurusan
tersebut kepada BKN. Setelah itu, dari BKN kemudian akan
dikembalikan lagi prosesnya kepada instansi dan akhirnya
kembali kepada PNS/Keluarga PNS yang mengajukan tersebut.
Alur yang diinformasikan BKN itu memang hanya secara umum
saja, tidak mendetil mengenai proses-proses kecilnya, namun
sudah cukup merepresentasikan tahapan yang harus dilalui.
Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah:

1. Surat Pengantar dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
Instansi terkai yang ditujukan kepada Kepala BKN;
2. Surat permohonan pensiun dari PNS yang bersangkutan;
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3. Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) yang
ditandatangani oleh PNS vyang bersangkutan atau
janda/duda/anaknya;

Fotokopi SK CPNS dan PNS (legalisir);

Fotokopi sah Surat Keputusan Pangkat terakhir (legalisir);
Fotokopi sah surat nikah (khusus usul pensiun janda/duda);

e L

Fotokopi sah surat keputusan akte kelahiran/kenal lahir

anak;

8. Surat keterangan kematian dari Kepala
Kelurahan/Desa/Camat (khusus usul pensiun janda/duda);

9. Surat keterangan janda/duda dari Kepala
Kelurahan/Desa/Camat (khusus usul pensiun janda/duda);
10. Fotokopi sah daftar keluarga (Kartu Keluarga) diketahui

Kepala Kelurahan/Desa/Camat
11.Pas Foto ukuran 3x4 cm sebanyak 5 (lima) lembar.

Kelengkapan-kelengkapan berkas tersebut sudah sama dengan
apa yang menjadi ketentuan berkas di lingkungan Setjen dan BK
DPR RIl. Hanya saja, karena dalam banyak kasus pengurusan
pensiun yang diproses juga disertai Kenaikan Pangkat
Pengabdian, maka ditambahkan juga berkas yakni penilaian
Sasaran Kerja Pegawai (SKP) tahun terakhir dan juga Surat
Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang
atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir. Berkas tersebut juga
sesuai dengan informasi yang diberikan BKN pada laman yang
sama dengan sebelumnya, namun pada infografis yang kedua.

Identifikasi berkas yang selanjutnya adalah berkas yang
diperlukan pada pengurusan yang berkaitan dengan PT. Taspen.
Pengurusan ke PT. Taspen ini terkait dengan hak-hak keuangan
yang dapat diperoleh setelah PNS pensiun nanti. Adapun
berkas-berkas yang diperlukan dalam pengurusan ini, terdapat
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pada laman 2T Taspen melalui alamat
https://www.taspen.co.idf#/faq?_k=lkzl6x =~ yang  merupakan
halaman mengenai FAQ (Frequently Asked Question) atau
pertanyaan yang sering muncul. Dalam pengurusan ke PT.
Taspen ini ada dua proses, yakni proses untuk pengajuan
Tunjangan Hari Tua (THT) dan proses untuk pengajuan pensiun
bulanan. Adapun berkas yang dibutuhkan pada proses
pengajuan Tunjangan Hari Tua adalah:

Formulir Permintaan Pembayaran

Fotokopi SK Pensiun

SKPP (Surat Keterangan Penghentian Pembayaran)
Fotokopi ldentitas / KTP Pemohon

Fotokopi Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank).

. SR

Kemudian persyaratan untuk pengajuan pensiun yang
dibayarkan setiap bulan antara lain:

. Formulir Permintaan Pembayaran

. Tembusan SK Pensiun berpasfoto

. Asli SKPP

. Pas foto 3x4 (dua lembar)

. FC Identitas / KTP Pemohon

. FC Buku Tabungan (bila dibayarkan lewat Bank)
. FC NPWP (Bila ada)

. Surat keterangan sekolah (anak 21 - 25 tahun).

o - & o & W N =

Itu merupakan berkas-berkas yang diperlukan dalam proses
pengurusan yang dilakukan ke PT. Taspen.

Analisis nilai ANEKA dalam kegiatan pertama.

a) Akuntabilitas, pada kegiatan ini berupaya diwujudkan melalui
transparansi. Adanya gambaran proses pensiun dan berkas
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yang diperlukan pada proses pensiun PNS. Dalam kegiatan
ini, dimaksudkan bahwa adanya kejelasan aturan, proses,
dan berkas yang diperlukan dalam pengurusan merupakan
perwujudan transparansi kepada pegawai. Selain itu, dalam
kegiatan ini, seluruh hasil identifikasi disampaikan kepada
atasan (mentor) secara terbuka dan apa adanya. Hal ini juga
dimaksudkan dalam rangka menjunjung nilai akuntabilitas.

b) Nasionalisme dalam kegiatan ini tercermin dari upaya
mengutamakan kepentingan bersama. Adanya hasil
identifikasi ini, diharapkan dapat digunakan bagi kepentingan
bersama. Yakni bagi pegawai di Bagian Kepegawaian dapat
memiliki pengetahuan yang baik mengenai pensiun PNS,
baik itu mengenai aturan, proses, maupun berkas yang
diperlukan. Sehingga, pegawai Bagian Kepegawaian dapat
memberikan jawaban ketika ada pertanyaan dari pegawai
Setjen dan BK DPR Rl yang akan mengurus pensiun PNS.
Selain itu,, perwujudan nilai nasionalisme ini juga berupaya
diwujudkan melalui musyawarah. Yakni dalam proses
identifikasi ini dikedepankan musyawarah melalui diskusi
dengan atasan (mentor) maupun dengan Analis
Kepegawaian lainnya. Musyawarah melalui diskusi ini
dilakukan dalam upaya mengatasi keterbatasan
pengetahuan penulis mengenai pengurusan pensiun PNS.
Disamping itu, diskusi juga memperkaya informasi karena
atasan maupun Analis Kepegawaian lain sudah memiliki
pengalaman dalam pengurusan pensiun PNS ini.

c) Etika Publik, kegiatan ini berupaya dicerminkan melalui sikap
sopan dan santun dalam melakukan diskusi terkait
identifikasi aturan, proses, maupun berkas pensiun PNS.
Sopan dan santun disini dilakukan dengan penggunaan

28



bahasa yang sopan saat diskusi dengan atasan (mentor)
maupun dengan Analis Kepegawaian lain. Selain sopan dan
santun, diskusi juga dilakukan dengan menjunjung nilai
hormat terhadap sesama, sebagai pengamalan nilai etika
publik.

d) Komitmen Mutu, berusaha untuk diaplikasikan melalui
efektivitas dan efisiensi dalam melakukan identifikasi ini.
Diskusi dilakukan dengan memanfaatkan waktu yang tidak
terlalu banyak, namun dapat membuahkan hasil yang cukup
baik. Dalam hal ini, diskusi dilakukan bersama dengan
mentor Kasubag Kesejahteraan dan juga atasan lain yaitu
Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Biro Kepegawaian
dan Organisasi. Dengan diskusi langsung dengan 3 orang
atasan tersebut, dapat menghemat waktu dalam kegiatan ini,
namun tetap mendapatkan masukan dan memperkaya
informasi dari atasan-atasan yang ada.

e) Manajemen ASN, identifikasi aturan, proses dan berkas
dalam proses pensiun PNS meupakan salah satu kegiatan
dalam manajemen PNS. Dalam diskusi maupun identifikasi
melalui dokumen, hal yang terkait merupakan proses
manajemen PNS.

2. Pembuatan Dokumen Kontrol Proses Pensiun PNS

Kegiatan kedua ini dilaksanakan pada minggu ke-1 dan
minggu ke-2 bulan September 2019. Kegiatan ini terdiri atas tiga
tahapan kegiatan, yaitu diskusi dengan atasan mengenai
kerangka dokumen yang akan dibuat, melaksanakan
perancangan dokumen Kontrol yang dimaksud, dan melakukan
koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
Setjen dan BK DPR RI.
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Diskusi dengan atasan dilakukan dengan membicarakan
dokumen kontrol yang akan digunakan. Pada kesempatan ini,
penulis telah membuat rancangan dokumen agar dalam diskusi
dapat lebih terarah. Rancangan dokumen yang dibuat ini sifatnya
masih umum, yang harapannya adalah atasan dapat
memberikan masukan untuk pengembangan dokumen kontrol
yang dibuat.

Diskusi ini dilaksanakan bersamaan dengan pertemuan
antara Kasubbag Kesejahteraan Bagian Kepegawaian dengan
jajaran staf yang berada dibawahnya. Hal ini dilakukan untuk
menghemat waktu, sehingga setiap kegiatan dapat tetap berjalan
dengan baik. Jadi diskusi diikuti oleh Kasubbag Kesejahteraan
Bagian Kepegawaian, yang sekaligus menjadi mentor penulis,

dengan 3 orang pegawai.

Gambar 4.2 Diskusi bersama mentor dan pegawai lainnya.

Diskusi membahas mengenai rancangan dokumen kontrol
yang telah dibuat. Penulis menyampaikan mengenai isi dokumen
kontrol tersebut, apa saja butir-butir yang ditampilkan dalam
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dokumen, bagaimana kondisi dalam menyunting dokumen
tersebut, dan lokasi untuk menyimpan dokumen tersebut.
Masukan pertama yang diberikan mentor terkait dokumen kontrol
adalah mengenai butir-butir yang menjadi kontrol suatu usulan
pensiun dapat lebih diperjelas lagi. Salah satunya adalah dengan
menambahkan keterangan berkas, sedangkan status berkas
dibuat dalam bentuk pilihan sebanyak 3 jenis, yakni ‘belum
menyerahkan', 'kurang’, dan ‘lengkap’. Untuk keterangan berkas
nantinya dapat diisikan dengan menyebutkan berkas yang
kurang atau menyebutkan tanggal ketika penyerahan berkas
tersebut.

Pembahasan kedua adalah mengenai kondisi untuk
menyunting dokumen, yakni kapan waktu untuk menyunting dan
akun yang dapat menyuntingnya. Penyuntingan dokumen
dilakukan manakala ada perkembangan terbaru dalam proses
pengusulan pensiun PNS. Sehingga dokumen kontrol tetap
dalam kondisi yang terbarukan sesuai kondisi terkini. Adapun
untuk dapat menyunting dokumen tersebut, ditetapkan adalah
pegawai dengan jabatan Analis Kepegawaian, termasuk Calon
Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan mengisi formasi Analis
Kepegawaian yang mendapat kewenangan untuk
menyuntingnya. Atasan dan pegawali lain di Bagian
Kepegawaian diberi kewenangan hanya untuk melihat dokumen
tersebut dan menjadi kontrol juga apabila ada perubahan kondisi
yang belum diperbarui dalam dokumen tersebut.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai lokasi
penyimpanan dokumen kontrol. Penulis menyampaikan kepada
mentor bahwa terdapat 2 pilihan sebagai lokasi penyimpanan,
yakni pada sistem penyimpanan Cloud DPR Rl dan sistem
penyimpanan Google Sheets. Penulis menyampaikan bahwa
masing-masing penyimpanan itu memiliki kelebihan dan
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kekurangan. Kelebihan penyimpanan pada Cloud DPR Rl adalah
kegiatan dapat memanfaatkan produk dari internal instansi,
sehingga turut meningkatkan pemanfaatannya. Selain itu juga,
penyimpanan pada Cloud DPR Rl juga meminimalkan risiko
terkait keamanan data karena merupakan produk internal yang
perancangannya dilakukan oleh pegawai Setjen dan BK DPR RI.
Sedangkan kekurangannya adalah ketika ingin melihat dokumen
tersebut, setiap orang harus terlebih dahulu mengunduh
dokumen ke dalam komputernya masing-masing. Kondisi
tersebut bila dibandingkan dengan Google Sheels dapat
dikatakan kurang sederhana. Ditambah lagi apabila setelah
diunduh kemudian dilakukan penyuntingan data, hal ini dapat
menimbulkan masalah. Yakni ketika beberapa orang berbeda
melakukan penyuntingan data masing-masing pada dokumen
yang diunduh masing-masing juga. Hal tersebut dapat
menimbulkan kemungkinan terjadinya perbedaan data pada
masing-masing individu, yang akhirnya dapat menimbulkan
perbedaan persepsi.

Pilihan penyimpanan dokumen yang kedua adalah pada
Google Sheets. Disampaikan kepada mentor bahwa
penyimpanan pada lokasi ini dapat menjadi alternatif, namun
tetap memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang
disampaikan adalah pada Google Sheets untuk melihat dan
menyunting dokumen tidak perlu melakukan pengunduhan
terlebih dahulu. Dengan membuka tautan dokumen yang
dimaksud, pegawai sudah dapat melihat dokumen maupun
menyuntingnya, disesuaikan dengan izin masing-masing akun
yang digunakan apakah dapat menyunting atau hanya dapat
melihat dokumen. Kondisi ini dapat meminimalkan risiko adanya
perbedaan data yang diperbarui, sehingga kontrol dapat lebih
akurat. Adapun kekurangan dari penggunaan lokasi
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penyimpanan ini adalah kurang pemanfaatan teknologi yang
dikembangkan oleh internal instansi. Selain itu, kekurangan
lainnya adalah penyimpanan dimiliki pihak lain diluar instansi,
sehingga risiko terkait keamanan data menjadi lebih besar.
Segala kondisi tersebut disampaikan kepada mentor sebagai
bahan pertimbangan.

Dengan keadaan yang sudah disampaikan itu, kemudian
ditanyakan kepada mentor untuk keputusan lokasi penyimpanan
dokumen. Arahan selanjutnya dari mentor adalah untuk
menyiapkan dokumen di masing-masing lokasi tersebut untuk
kemudian disampaikan pada saat ujian. Dan dijelaskan juga
mengenai kondisi kelebihan maupun kekurangan masing-masing
lokasi penyimpanan tersebut.

Diskusi kedua kemudian dilakukan kembali, namun diskusi
kali ini bersama dengan atasan yakni Kasubbag Kesejahteraan
(mentor), Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kepala Biro
Organisasi dan Kepegawaian. Diskusi ini dimungkinkan dengan
memanfaatkan momen pasca pelaksanaan rapat yang
melibatkan atasan, sehingga mentor menyarankan untuk
memanfaatkannya untuk mendiskusikan lebih lanjut mengenai
pelaksanaan aktualisasi.

Dalam diskusi yang dilakukan tersebut, dibahas mengenai
rancangan dokumen kontrol yang dibuat dan menceritakan
kembali kondisi atau hasil dari diskusi yang telah dilakukan
sebelumnya. Dari pembicaraan yang disampaikan kepada
atasan, masalah mengenai lokasi penyimpanan dokumen coba
untuk kembali diapungkan. Masukan atasan terkait kondisi
tersebut adalah dengan adanya kelebihan dan kekurangan
masing-masing lokasi penyimpanan maka untuk pengambilan
keputusan dikembalikan lagi kepada penulis dan mentor. Arahan
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lainnya adalah untuk coba menentukan lokasi penyimpanan
yang lebih sederhana dalam penggunaannya.

Gambar 4.3 Diskusi bersama atasan (Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi,
Kepala Bagian Kepegawaian, dan Kasubbag Kesejahteraan)

Pembahasan lain yang dibicarakan dalam diskusi ini adalah
mengenai proses pengusulan pensiun  PNS. Penulis
menyampaikan bahwa pengetahuan yang penulis miliki adalah
pengurusan pensiun ini hanya sampai SK Pensiun terbit. Namun,
di lingkungan Setien dan BK DPR RI ini pengurusan terus
berlanjut hingga proses klaim ke PT. Taspen. Dari hasil diskusi
diketahui bahwa memang secara formal prosesnya hanya
sampai penerbitan SK Pensiun. Namun, dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada pegawai, maka pimpinan
berkomitmen untuk membantu proses pengurusan hingga ke PT.
Taspen. Terkait dengan hal itu, dasar hukum untuk membantu
pengurusan ke PT. Taspen ini memang belum ada secara legal
formal, dan sifatnya memang hanya membantu pegawai, Hal ini

dapat dikategorikan sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai,



jika dilakukan sebelum pegawai memasuki masa pensiun yang
tertera di SK Pensiunnya. Jika dilakukan setelah pegawai
memasuki masa pensiun, maka pelayanan tersebut lebih tepat
untuk dikatakan sebagai pelayanan kepada pensiunan pegawai.

Proses untuk pengurusan tersebut dapat dimungkinkan
untuk dilakukan, sebab PT. Taspen juga membuka kemungkinan
untuk mengurus proses klaimnya sebelum pegawai memasuki
masa pensiun. Dengan catatan SK Pensiun sudah diterbitkan
dan syarat-syarat lainnya juga sudah dipenuhi. Dengan adanya
kemungkinan tersebut, dahulu pimpinan mencoba untuk
membantu pegawai untuk mengurus hingga proses ke PT.
Taspen. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada pegawai
atas kinerjanya kepada instansi, sehingga pada saat memasuki
masa purnabaklti, instansi ingin memberikan pelayanan secara
maksimal.

Pembahasan lainnya adalah terkait dengan usulan dari
penguji mengenai tambahan karya yang dibuat dalam
pelaksanaan aktualisasi. Usulan tersebut adalah menginginkan
adanya informasi tambahan kepada pegawai di lingkungan
Setjen dan BK DPR RI mengenai berkas yang perlu dipersiapkan
untuk mengurus pensiun. Informasi tersebut dapat berupa
infografis, buku saku, maupun banner yang diletakkan di
lingkungan kerja Setijen dan BK DPR RIl. Kemudian dalam
diskusi dibahas bahwa apabila karya berbentuk cetak fisik, maka
akan memerlukan anggaran. Dalam hal ini, penggunaan
anggaran akan dikhawatirkan sulit dilaksanakan. Untuk
mengatasi hal itu, atasan mengusulkan untuk membuat infografis
yang nantinya dapat diunggah ke laman Portal DPR RI sehingga
seluruh pegawai dapat mengakses infografis tersebut.

Tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan
perancangan dokumen kontrol proses pensiun PNS. Tahapan
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kegiatan ini sebenarnya sudah dilakukan secara bersamaan
dengan tahapan diskusi. Perancangan dokumen ini dilakukan
penulis dengan media komputer melalui aplikasi Microsoft Excel.
Setelah dilakukan diskusi dengan atasan, rancangan yang telah
dibuat ini kemudian disesuaikan kembali dengan masukan yang
diberikan atasan. Selain itu, perancangan dokumen juga
dilakukan dengan menyiapkan lokasi penyimpanan yang
dimaksud. Dalam perancangan dokumen ini juga terkait dengan
infografis yang diusulkan untuk dibuat. Infografis ini bertujuan
untuk melengkapi pelaksanaan aktualisasi penulis dan dalam
rangka memperluas manfaat yang dapat dibagikan.

Tahapan selanjutnya dalam rangkaian kegiatan ini adalah
melakukan koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi
Informasi (BDTI) Setien dan BK DPR RI. Koordinasi ini
diperlukan dalam rangka menyimpan dokumen pada Cloud DPR
Rl dengan akun milik Bagian Kepegawaian. Karena sebelumnya,
akun ini sudah dibuatkan namun belum ada yang mengelola
secara rutin. Sehingga saat ini tidak ada yang mengetahui kata
sandi untuk mengakses akun tersebut. Selain itu, koordinasi juga
dilakukan dalam rangka menanyakan prosedur terkait dengan
pengunggahan infografis ke dalam Portal DPR RI.

Koordinasi ini dilakukan melalui dua cara, yaitu dengan dan
juga dengan tatap muka secara langsung dan mengirimkan Nota
Dinas kepada Bidang Data dan Teknologi Informasi. Koordinasi
secara langsung, pertama kali dilakukan pada tanggal 10
September 2019, Pertemuan tersebut difasilitasi oleh Pusat
Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen dan BK DPR RI,
dengan mengambil tempat di ruang rapat Pusdiklat. Dalam
pertemuan tersebut hadir 2 orang perwakilan dari BDTI yakni
Bapak Erdinal Hendradjaja dan Bapak Airlangga Eka Wardhana.
Dari CPNS, hadir sebanyak 13 orang dan didampingi oleh Bapak
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Walidi selaku Kepala Bidang Perencanaan Pendidikan dan
Pelatihan. Pertemuan ini membahas mengenai tindakan yang
perlu dilakukan oleh masing-masing CPNS sesuai dengan judul
pelaksanaan aktualisasinya. Dalam pertemuan ini, penulis hanya
membahas mengenai teknis terkait dengan akun Cloud DPR RI
milik Bagian Kepegawaian, yang dalam hal ini perlu melakukan

koordinasi melalui Nota Dinas.

Gambar 4.4 Koordinasi Tatap Muka Bersama BDTI

Koordinasi melalui Nota Dinas dilakukan dalam rangka
meminta aktivasi akun Cloud milik Bagian Kepegawaian dan
Nota Dinas dibuat tanggal 11 September 2019. Tanggapan dari
BDTI mengenai permohonan tersebut adalah akun sudah pernah
diaktivasi, jika ingin digunakan namun tidak mengetahui kata
sandi untuk aksesnya, maka dapat mengirimkan kembali Nota
Dinas yang berisi permohonan untuk melakukan reset password
(pengaturan ulang kata sandi). Oleh karena itu pada tanggal 16
September 2019 kembali mengirimkan Nota Dinas kepada BDTI
dengan maksud permohonan resef password akun Cloud DPR
Rl milik Bagian Kepegawaian.

Setelah itu, kembali dilakukan koordinasi secara tatap muka
antara penulis, mentor, serta perwakilan BDTI yang pada
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kesempatan kali ini diwakili Bapak Riza Kurniawan. Pada
pertemuan kali ini, dibahas mengenai cara yang perlu dilakukan
untuk mengunggah infografis ke dalam laman Portal DPR RI.
Pertemuan dilakukan pada tanggal 13 September 2019 di ruang
kerja Bapak Riza Kurniawan. Dari pertemuan tersebut tergali
informasi bahwa untuk pengunggahan infografis tidak diperiukan
prosedur khusus yang berbelit. Bapak Riza Kurniawan
menyampaikan bahwa prosedur yang perlu ditempuh hanyalah
menyiapkan dokumen infografis yang akan diunggah untuk
kemudian disampaikan kepada BDTI (dalam hal ini kepada
Bapak Riza Kurniawan). Setelah dokumen infografis itu diterima

BDTI, pengunggahan baru dapat dilakukan.

Gambar 4.5 Koordinasi Tatap Muka Bersama BDTI Mengenai Pengunggahan
Infografis

Analisis nilai ANEKA dalam kegiatan kedua:

a) Akuntabilitas di dalam kegiatan ini berusaha dicerminkan
melalul kejujuran dan transparan. Diskusi dilakukan secara
jujur dan transparan, yakni kondisi yang terjadi maupun yang
mungkin terjadi disampaikan dalam diskusi. Sebagai
contohnya adalah mengenai lokasi penyimpanan dokumen
kontrol yang masih memiliki dua pilihan. Dari kedua pilihan itu
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disampaikan apa saja yang menjadi kelebihan maupun
kekurangan dari masing-masing pilihan. Kemudian
dipertimbangkan untuk memilih lokasi penyimpanan yang
kondisinya lebih baik. Terkait dengan koordinasi dengan BDTI
juga dilakukan secara jujur dan transparan, yakni dengan
menyampaikan maksud dan tujuan dari kegiatan yang akan
dilakukan secara terbuka.

b) Etika Publik dicerminkan dalam diskusi dengan atasan dengan
bersikap sopan dan santun. Yakni dalam menyampaikan
gagasan kepada atasan, menggunakan bahasa yang sopan
dan baik. Penyampaian juga dilakukan secara tenang dan
tidak tergesa-gesa, sehingga pesan yang ingin disampaikan
dapat diterima dengan jelas. Selain itu, masukan atau saran
dari atasan diterima dengan baik dan ketika ada tanggapan
terkait dengan masukan atau saran tersebut, disampaikan
dengan sopan dan jelas. Begitu pula dengan penyampaian
melalui nota dinas, menggunakan bahasa yang baku dan
sesuai standar penulisan tata naskah. Dalam koordinasi
dengan BDTI secara tatap muka, juga dilakukan dengan sikap
sopan dan santun. Penggunaan bahasa yang sopan serta
penyampaian yang jelas menjadi cerminan sikap sopan dan
santun tersebut. Pertemuan yang dilakukan di ruang kerja
juga perlu menyesuaikan agar diskusi dalam pertemuan
tersebut tidak mengganggu lingkungan kerja yang berada di
sekitar.

c) Komitmen Mutu pada kegiatan ini adalah dalam melakukan
diskusi dengan atasan, dilakukan secara efektif dan efisien.
Efektif dan efisien yakni diskusi dilakukan dengan membahas
poin tanpa bertele-tele dan tepat sasaran pada poin yang
dibahas. Hal tersebut juga dapat menghemat waktu dalam
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pelaksanaan diskusi. Dalam perancangan dokumen kontrol,
komitmen mutu dapat tercermin dari adanya kebaruan dan
kebermanfaatan. Dokumen ini merupakan dokumen baru di
lingkungan kerja dan diharapkan dapat memberikan manfaat
bagi pegawai di Bagian Kepegawaian dalam rangka
peningkatan pelayanan kepada pegawai, secara khusus
pegawai yang akan memasuki masa pensiun.

d) Manajemen ASN perancangan dokumen dalam rangka
menunjang proses Manajemen PNS. Diskusi dengan atasan
mengenai dokumen kontrol yang akan dibuat dapat dikatakan
mencerminkan manajemen ASN. Dimana untuk
menyelesaikan suatu isu, setiap pegawal harus selalu
berkoordinasi dengan pegawai lainnya, terutama dengan
atasan untuk mencari solusi yang baik.

e) Pelayanan Publik, adanya rancangan dokumen diharapkan
dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi pegawai.
Tahapan kegiatan mengenai koordinasi dengan BDTI juga
melatih sikap penulis dalam berhadapan dengan pihak lain,
yang mana sikap tersebut dapat diaplikasikan kepada
pegawai dalam rangka memberikan pelayanan publik yang
baik.

f) Whole of Government dalam kegiatan ini tersampaikan
melalui tahapan kegiatan Koordinasi dengan BDTI. Koordinasi
dengan BDTI merupakan contoh Whole of Government (WoG)
yang merupakan berhubungan antar unit dalam instansi,
maupun berhubungan antar instansi. Koordinasi ini dilakukan
melalui penyampaian Nota Dinas maupun melalui tatap muka
secara langsung dan kemudian melakukan diskusi. Koordinasi
dengan BDTI ini diperlukan karena secara teknis, unit tersebut
yang memahami dan memiliki kewenangan untuk melakukan
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eksekusi. Meskipun memang secara substansi, tetap unit lain
yang akan menyiapkannya, namun tetap  untuk
memasukkannya dalam sistem merupakan Kkewenangan
BDTI. Jadi koordinasi sangat diperlukan untuk menjaga
harmonisasi antar unit kerja dan sebagai upaya meningkatkan
hubungan baik antar unit. Yang harapannya adalah akan
dapat meningkatkan kinerja dari unit-unit yang terkait.

3. Sosialisasi Dokumen Kontrol Proses Pensiun PNS

Kegiatan yang ketiga dalam pelaksanaan aktualisasi ini
adalah sosialisasi dokumen kontrol proses pensiun PNS.
Kegiatan ini dilakukan untuk menginformasikan mengenai
dokumen kontrol maupun infografis yang telah dirancang kepada
pegawai lain di Bagian Kepegawaian. Selain itu, kegiatan ini juga
bertujuan untuk mendapatkan umpan balik mengenai dokumen
yang telah dibuat ini. Tahapan di dalam kegiatan ini ada 3, yakni
melakukan penyajian dokumen kontrol proses pensiun PNS
kepada pegawai di Bagian Kepegawaian, melakukan uji coba
dokumen kontrol proses pensiun PNS; dan mengumpulkan hasil
ulasan terhadap dokumen kontrol tersebut.

Tahapan kegiatan pertama adalah penyajian dokumen
kontrol proses pensiun PNS. Kegiatan penyajian ini dilakukan
untuk memberitahukan kepada pegawai lain di Bagian
Kepegawaian mengenai dokumen kontrol. Penyajian dilakukan
pada tanggal 3 Oktober 2018, yang mana pelaksanaannya lebih
lambat dari perencanaan yang telah dibuat Sebab
ketidaksesuaian antara rencana dengan pelaksanaan adalah
adanya kepadatan agenda di Bagian Kepegawaian.

Penyajian dokumen kontrol ini dilaksanakan dengan
bertempat di Ruang Rapat Biro Kepegawaian dan Organisasi
dan dimulai pada pukul 14.00 WIB. Kegiatan ini beriringan
dengan agenda rapat lainnya yang akan diselenggarakan.
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Secara teknis, penyajian ini tidak menggunakan media
Powerpoint melainkan langsung membuka dokumen kontrol
yang tersimpan di Google Sheets dan Cloud DPR RI.

Sebelum menyajikan secara taknis, penulis menyampaikan
kondisi mengenai dokumen kontrol bahwa terdapat dua pilihan
sebagai lokasi penyimpanannya dengan masing-masing memiliki
kelebihan dan kekurangannya. Lokasi penyimpanan pertama
yang disampaikan adalah pada Cloud DPR Rl Penulis
menyampaikan bahwa pada lokasi penyimpanan ini memiliki
kelebihan mengenai pemanfaatan sistem yang dikembangkan
oleh internal instansi, sehingga sistem yang dibuat menjadi lebih
bermanfaat bagi lingkungan kerja. Selain itu, karena
dikembangkan oleh internal instansi, maka bisa meminta
bantuan pegawai yang berwenang pada sistem ini untuk turut
proaktif dalam melindungi keamanan data. Kekurangan yang ada
pada lokasi penyimpanan ini adalah kurang sederhananya ketika
akan melihat dokumen, dimana pengguna harus mengunduh
dokumen terlebih dahulu. Kondisi tersebut juga terjadi ketika
pengguna akan menyunting dokumen. Ini dapat menimbulkan
risiko adanya dua data yang berbeda manakala ada lebih dari
satu pengguna yang melakukan penyuntingan berbeda dan
menggunakan perangkat yang berbeda juga. Akibatnya adalah
munculnya data yang kurang akurat dan risiko terjadinya
koardinasi yang kurang efektif.

Lokasi penyimpanan yang kedua, yakni pada Google
Sheets menjadi penyajian berikutnya. Penulis kembali
memaparkan kelebihan dan kekurangan jika memilih Google
Sheets menjadi lokasi penyimpanan dokumen Kkontrol.
Kesederhanaan untuk melihat dokumen menjadi nilai tambah
yang disampaikan. Kemudian terkait kekurangannya
disampaikan bahwa dengan memilih lokasi penyimpanan ini
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artinya belum bisa memanfaatkan teknologi yang dikembangkan
oleh instansi sendiri. Dan karena lokasi penyimpanannya
merupakan milik pihak lain, maka keamanan data juga periu
menjadi perhatian.

Setelah menyampaikan kedua pilihan lokasi penyimpanan
itu, selanjutnya ditampilkan mengenai dokumen kontrol yang
dimaksud. Dokumen ditampilkan dihadapan undangan sekalian,
seraya diberikan penjelasan mengenal butir kontrol yang
ditampilkan dalam dokumen tersebut, teknis mengenai akses ke
dokumen, serta penyuntingan dokumen. Dalam kesempatan kali
ini, penulis juga meminta masukan dan saran kepada undangan
yang hadir terkait dokumen kontrol yang ditampilkan. Masukan
dan saran dapat disampaikan pada saat penyajian maupun
setelah penyajian selesai atau kapanpun saat diperlukan. Sebab,
pengembangan dokumen kontrol ini tetap akan terus dilakukan

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

Gambar 4.8 Penyajian Dokumen Kontrol dan Infografis
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Setelah menyampaikan mengenai dokumen Kkontrol,
selanjutnya ditampilkan mengenai infografis. Infografis ini
memuat informasi mengenai alur pengurusan secara umum
proses Pensiun PNS yang mencapai Batas Usia Pensiun (BUP)
beserta dengan kelengkapan berkas yang perlu dipenuhi untuk
pengusulannya. Pada saat penyajian ini, infografis yang
dimaksud belum selesai sepenuhnya. Pada bagian alur masih
terdapat informasi yang belum dilengkapi gambar yang menarik.
Hal tersebut pula yang menjadi salah satu masukan terkait
infografis.

Setelah disampaikan infografis tersebut, terdapat beberapa
masukan untuk perbaikan kedepannya. Masukan yang pertama
adalah terkait dengan gambar-gambar yang menarik pada
infografis. Gambar-gambar tersebut khususnya pada bagian
yang menampilkan alur pengurusan pensiun PNS. Masukan
yang kedua adalah coba untuk ditambahkan informasi mengenai
tidak adanya pungutan biaya dalam pengurusan ini. Sebab, ada
satu pengalaman manakala pegawai terkena tindak penipuan
terkait dengan pengurusan pensiun. Dalam penipuan itu, oknum
di luar instansi menawarkan untuk membantu pengurusan
pensiun namun dengan sejumlah bayaran. Untuk menghindari
terjadinya kembali kasus tersebut, maka disaranakan untuk
menambahkan informasi mengenai pengurusan yang bebas
biaya itu.

Tahapan selanjutnya setelah penyajian adalah uji coba
dokumen kontrol. Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui
apakah izin akses yang diberikan sudah dapat teraplikasikan.
Contohnya adalah ada akun yang diberikan izin untuk dapat
menyunting dokumen kontrol, lalu ada akun lain yang diberikan
izin hanya untuk melihat dokumen saja. Izin akses tersebut diuji
coba apakah benar bisa dijalankan dari akun yang dimaksud.



Setelah uji coba tersebut dilakukan dan sudah sesuai dengan
yang direncanakan, maka tahapan uji coba ini dapat dikatakan
sudah selesai. Yang perlu dilakukan selanjutnya adalah
melengkapi data pada dokumen Kkontrol tersebut. Untuk
melengkapi data itu, tidak hanya penulis saja, tetapi juga
memeriukan kontribusi dari Analis Kepegawaian lain yang

mengetahui kondisi terakhir pada suatu pengurusan pensiun
PNS.

Gambar 4.7 Salah satu Analis Kepegawaian melakukan uji coba penggunaan
dokumen kontrol pensiun PNS

Setelah dilakukan uji coba, tahapan selanjutnya adalah
ulasan mengenai dokumen kontrol. Namun kemudian, ulasan
yang diberikan tidak hanya mengenai dokumen kontrol saja,
melainkan juga mengenai infografis yang dibuat. Secara umum,
mengenai dokumen kontrol ulasannya adalah mengapresiasi
adanya dokumen tersebut dengan masukan agar data mengenai
proses pengurusan yang sedang berjalan dapat dilengkapi.
Kemudian mengenai infografis, masukan yang diberikan adalah
mengenai pembuatan infografis dapat diberikan gambar-gambar
yang menarik, sehingga dapat menarik minat orang untuk
membaca infografis tersebut.
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Analisis nilai ANEKA dalam kegiatan ketiga:

a)

b)

Akuntabilitas, berusaha diwujudkan melalui adil dan
transparan dalam kegiatan ini, yakni penyajian dilakukan
dengan mengundang seluruh pegawai di Bagian
Kepegawaian. Selain itu, penyajian juga dilakukan dengan
menyampaikan kondisi dokumen secara terbuka dan apa
adanya kepada seluruh undangan. Hal ini bertujuan selain
mengamalkan nilai transparansi, juga untuk menyampaikan
kondisi riil di lapangan. Harapannya hal tersebut akan
menghasilkan masukan-masukan yang membangun bagi
pengembangan dokumen kontrol kedepannya.

Nasionalisme pada kegiatan ini lebih dicerminkan pada
persamaan derajat dan tidak diskriminatif, yakni dengan
melibatkan pegawai di Bagian Kepegawaian dan tidak
menganggap remeh setiap saran dan masukannya. Dalam
penyajian dokumen kontrol ini, seluruh pegawai di Bagian
Kepegawaian diundang, dengan tujuan memperiuas
pengetahuan seluruh pegawai dan diharapkan juga dapat
memperluas manfaat dokumen kontrol ini. Selanjutnya yang
juga coba diwujudkan dalam kegiatan ini adalah dengan
menghargai setiap masukan atau saran yang diberikan dari
setiap orang. Dalam kaitannya dengan pemberian ulasan,
akan muncul ulasan baik itu masukan atau saran, maupun
dalam bentuk kesan terhadap penggunaan dokumen
tersebut. Ulasan-ulasan yang muncul itu dianggap sama,
tanpa peduli siapa yang memberikan, yang diutamakan
adalah substansi ulasannya. Apabila ada masukan yang
membangun bagi pengembangan dokumen, maka harus
dapat diakomodasi dengan baik.

46



c)

d)

e)

Etika Publik, dalam kegiatan penyajian ini dicerminkan
melalui perilaku yang sopan dan santun saat penyampaian
kepada pegawai. Penyajian dilakukan dengan bahasa lisan
dan bahasa tubuh yang sopan, penyajian juga dilakukan
dengan tenang dan tidak terburu-buru, sehingga poin inti
yang ingin disampaikan menjadi lebih jelas. Kemudian dalam
uji coba dan mengulas dokumen kontrol ini, dilaksanakan
juga dengan sopan dan santun, serta sikap saling
menghormati. Apabila ada yang ditanyakan atau dikonfirmasi
dalam uji coba oleh pegawai lain, senantiasa ditanggapi dan
dijelaskan dengan sopan. Begitu juga ketika ada ulasan yang
disampaikan terkait dengan dokumen kontrol ini, maka
disikapi dengan sopan tanpa peduli siapa yang
menyampaikan ulasan tersebut.

Komitmen Mutu berusaha diwujudkan dengan proses
penyajian yang efisien dan efektif, yakni membahas hal-hal
yang berkaitan dengan dokumen kontrol saja, sehingga
dapat focus pada pembahasan dan waktu yang digunakan
menjadi tidak terlalu lama, namun dapat membahas
dokumen kontrol secara dalam. Ketika uji coba dan
pengumpulan ulasan, juga tercermin mengenai orientasi
mutu. Yakni dengan adanya ulasan mengenai dokumen
kontrol, maka diharapkan akan ada masukan untuk
pengembangan dokumen kontrol serta dengan adanya
ulasan dari pegawai lain, maka diharapkan dapat
memperiuas nilai manfaat dari dokumen kontrol.

Pelayanan Publik dalam kegiatan ini, ketiga tahapan yang
ada turut mencerminkan pelayanan publik. Yakni pada saat
penyajian, dilakukan dengan bahasa yang sopan dan
bahasa tubuh yang ramah, hal ini merupakan upaya dalam
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dokumen kontrol adalah pegawai dengan jabatan fungsional
Analis Kepegawaian serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
yang akan mengisi formasi Analis Kepegawaian. Akun lain yang
memiliki akses melalui tautan, hanya memiliki izin untuk melihat
dokumen tanpa bias menyuntingnya.

Pembahasan selanjutnya dalam diskusi adalah mengenai
ulasan terhadap infografis. Dari hasil ulasan yang diserahkan,
ada beberapa masukan mengenai pemberian gambar yang
menarik, penambahan isi mengenai proses yang bebas biaya,
serta pemilihan warna yang lebih menarik. Dari ulasan tersebut,
mentor dan penulis sepakat untuk memperbaiki infografis
tersebut.

Gambar 4.8 Diskusi dengan mentor terkait ulasan dokumen kontrol dan
infografis

Tahapan kedua dalam kegiatan ini adalah penyusunan
laporan hasil pemanfaatan (uji coba) dokumen kontrol dan
penyampaian infografis. Laporan ini lebih mengarah kepada
laporan akhir pelaksanaan aktualisasi. Sebab, laporan hasil uji
coba tersebut sudah mencakup dalam ulasan yang diberikan,
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dan sudah disampaikan kepada mentor dalam diskusi. Sehingga

hal ini lebih untuk menyampaikan laporan secara keseluruhan

kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam aktualisasi ini.

Analisis nilai ANEKA dalam kegiatan keempat:

a) Akuntabilitas dalam kegiatan ini berusaha dicerminkan

b)

melalui nilai jujur dan transparan. Dalam tahapan kegiatan
diskusi dengan atasan terkait pemanfaatan dokumen kontrol,
dilakukan diskusi secara terbuka dengan menyampaikan
kondisi maupun masukan-masukan yang diterima terkait
dengan dokumen kontrol. Adanya keterbukaan ini
diharapkan dapat membuat pemikiran penulis maupun
atasan lebih terbuka terhadap perbaikan dokumen kontrol,
sehingga dapat memperluas manfaatnya. Dalam tahapan
penyusunan laporan hasil pemanfaatan juga dilakukan
secara jujur, dengan melaporkan segala kondisi yang dialami
selama pelaksanaan penyediaan dokumen kontrol ini. Selain
itu, segala masukan dari pegawai lain yang turut melakukan
uji coba dokumen juga diupayakan untuk diakomodasi dalam
pengembangan dokumen ini. Masukan dari atasan, yang
dalam hal ini adalah mentor, dalam diskusi terakhir juga
coba diterapkan dengan baik pada dokumen kontrol.
Nasionalisme pada kegiatan ini dilakukan dengan
mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam
mengambil kesimpulan. Pada diskusi dengan atasan terkait
hasil pemanfaatan dokumen kontrol, merupakan bentuk
musyawarah dan kekeluargaan. Diskusi dilakukan dengan
komunikasi dua arah, membicarakan hal-hal terkait dengan
hasil pemanfaatan dan masukan-masukan yang diterima.
Diskusi memusyawarahkan apa saja masukan yang diterima
dan kemudian mengidentifikasi masukan tersebut untuk
bahan perbaikan dokumen kontrol.
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C. KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aktualisasi ini
adalah dari segi waktu. Dengan kondisi pekerjaan rutin yang cukup
padat, isu mengenai masalah waktu menjadi hal yang periu
diperhatikan. Pada pelaksanaan aktualisasi ini, ketersediaan waktu
pada rencana awal memang cukup memadai untuk setiap tahapan
kegiatan. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua kegiatan
dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Strategi untuk mengatasi kendala tersebut adalah
penyesuaian diri terhadap waktu yang tersedia. Menyesuaikan
jadwal kegiatan dengan jadwal di unit kerja maupun jadwal
stakeholder terkait lainnya agar dapat berjalan beriringan dan tidak
menghambat kegiatan lain. Upaya tersebut dapat memberikan hasil
yang cukup baik, meskipun beberapa kegiatan berjalan terlambat
dari jadwal yang sudah dibuat sebelumnya.

D. ANALISIS DAMPAK

Penyediaan dokumen kontrol proses pensiun PNS ini
merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan
publik dalam rangka manajemen ASN di lingkungan Sekretariat
Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI. Adanya dokumen kontrol ini
diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan pegawai mengenai
proses pensiun PNS baik secara normatif mengenai alur proses
secara umum maupun juga proses yang sedang dijalani seorang
pegawai yang akan pensiun. Sehingga, apabila ada pegawai yang
melakukan konfirmasi mengenai proses apa yang sedang dijalani,
maka setiap pegawai yang ditanyakan dapat menjawabnya dengan
baik. Kondisi tersebut tentunya akan membuat pegawai yang
sedang mengurus pensiunnya merasa pegawai di Bagian
Kepegawaian merupakan pegawai dengan kompetensi dan
kerjasama yang baik, sehingga meningkatkan kemungkinan
tercapainya kepuasan publik.

52



Pada level individu pegawai di Bagian Kepegawaian, adanya
dokumen kontrol ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran
dan pengetahuan pegawai mengenai proses pensiun PNS,
Sehingga dapat lebih tanggap dalam menyikapi segala pertanyaan
maupun masukan dari penerima layanan, yakni PNS Setjen dan BK
DPR RI secara umum.

Pada level organisasi, adanya dokumen kontrol ini dapat
meningkatkan kinerja organisasi secara umum. Tentunya ini
dengan kondisi dimana pegawai yang berwenang mengurus
pensiun PNS ini sudah meningkat kesadaran dan pengetahuannya
terkait proses pensiun PNS. Sehingga, meningkatkan kualitas
pelayanan publik dan tentunya menciptakan kepuasan dari
penerima layanan. Kepuasan tersebut akan membuat hasil
penilaian kinerja individu menjadi baik, dan imbasnya kinerja
organisasi juga akan meningkat.

Selain itu, pada level organisasi dengan adanya infografis
dapat memberikan dampak. Dampak yang diharapkan muncul
adalah pegawai yang akan memasuki usia pensiun dapat lebih
proaktif lagi dalam melengkapi berkas terkait dengan pengurusan
pensiunnya. Apabila kondisi tersebut dapat tercapai, maka
diharapkan proses pengurusan pensiun PNS ini dapat lebih baik
lagi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, terdapat nilai-nilai dasar PNS
yang diterapkan. Apabila nilai-nilai dasar PNS itu tidak diterapkan,
maka dampaknya adalah manfaat kegiatan yang diharapkan
muncul, menjadi tidak dapat dirasakan secara maksimal. Sebab,
kegiatan hanya sekedar dilakukan saja tanpa dibarengi dengan
peresapan nilai oleh pegawai. Sehingga apabila nantinya terdapat
kendala yang muncul, pegawai merasa enggan untuk
mengatasinya dan akhirnya kegiatan menjadi tidak berjalan dengan
maksimal.
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E. JADWAL KEGIATAN
Tabel 4.1 Jadwal Kegiatan

35 I 0 R i

Kegiatan 1
Telaah kebijakan Pensiun PNS
1.1. Identifikasi aturan terkait
pensiun PNS
1.2. Identifikasi proses pensiun
PNS
1.3. Identifikasi berkas proses
pensiun PNS

Kegiatan 2
FPembuatan dokumen kontrol proses
pensiun PNS
2.1. Diskusi terarah dengan atasan
mengenai kerangka dokumen
kontrol
2.2. Merancang dokumen kontrol

2.3. Koordinasi dengan BOTI

Kegiatan 3
Sosialisasi dokumen kontrol proses
pensiun PNS
3.1. Melakukan penyajian
rancangan dokumen kontrol
3.2. Melakukan uji coba dokumen
kontrol
3.3. Mengumpulkan hasil ulasan
pemanfaatan dokumen kontrol

Kegiatan 4
Melaporkan hasil pemanfaatan
dokumen kontrol proses pensiun PNS
4.1. Diskusi terkait hasil
pemanfaatan dokumen kontrol
4.2. Penyusunan laporan hasil
pemanfaatan dokumen kentrol




BAB V
PENUTUP

A.KESIMPULAN

Aktualisasi yang dilakukan mengangkat isu mengenai belum
tersedianya dokumen kontrol proses pensiun PNS di Bagian
Kepegawaian Setjen dan BK DPR RI. Adanya dokumen kontrol ini
bertujuan untuk meningkatkan perhatian setiap pegawai terhadap
proses yang sedang dijalani oleh suatu usulan proses pensiun
PNS. Jika perhatian tersebut meningkat, tujuan akhirnya adalah
untuk meningkatkan pelayanan kepada pegawai yang akan
pensiun, dengan hadirnya kepuasan bagi pegawai tersebut selama
proses berlangsung.

Kegiatan pertama dalam pelaksanaan aktualisasi ini adalah
telaah kebijakan mengenai proses pensiun PNS. Terdiri atas tiga
tahapan, yakni identifikasi peraturan, identifikasi alur, dan
identifikasi berkas terkait dengan proses pengurusan pensiun PNS.
Dalam kegiatan ini nilai-nilai pelatihan yang diamalkan adalah
akuntabilitas melalui keterbukaan (jujur dan transparan);
nasionalisme melalui mengutamakan kepentingan bersama serta
musyawarah; etika publik melalui sikap yang sopan dan santun;
komitmen mutu dengan mengupayakan efektivitas dan efisiensi;
serta Manajemen ASN.

Kegiatan kedua adalah pembuatan dokumen kontrol proses
pensiun PNS, yang terdiri dari tiga tahapan kegiatan. Dalam
kegiatan ini mata pelatihan yang dilaksanakan adalah akuntabilitas
dengan adanya keterbukaan (jujur dan transparan) dalam tiap
tahapan kegiatan; etika publik dengan adanya sikap sopan dan
santun selama melaksanakan seluruh tahapan kegiatan; komitmen
mutu melalui upaya mengutamakan efektivitas dan efisiensi;
manajemen ASN; pelayanan publik; dan whole of government.
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Kegiatan ketiga dalam pelaksanaan ini adalah sosialisasi
dokumen kontrol proses pensiun PNS. Kegiatan ini terdiri atas tiga
tahapan kegiatan, yakni penyajian dokumen kontrol, uji coba
dokumen kontrol, dan ulasan mengenai dokumen kontrol. Selain
dokumen kontrol disajikan pula mengenai infografis proses pensiun
PNS yang dibuat dalam rangka memperluas manfaat dari
pelaksanaan aktualisasi ini. Dalam kegiatan ini, nilai-nilai mata
pelatihnan yang dicerminkan antara lain akuntabilitas melalui sikap
adil dan transparan; nasionalisme dengan mengutamakan
persamaan derajat dan tidak diskriminatif, etika publik melalui sikap
yang sopan dan santun; komitmen mutu dengan mengupayakan
efektivitas dan efisiensi; serta pelayanan publik.

Kegiatan keempat adalah melaporkan hasil pemanfaatan
dokumen kontrol proses pensiun PNS. Kegiatan ini terdiri atas dua
tahapan kegiatan, yakni diskusi mengenai ulasan dokumen kontrol
dan infografis, serta penyusunan laporan. Dalam kegiatan ini nilai-
nilai mata pelatihan yang dilaksanakan adalah akuntabilitas melalui
sikap terbuka (jujur dan transparan), nasionalisme dengan
mengedepankan musyawarah dan  kekeluargaan dalam
pengambilan keputusan; etika publik dengan bersikap sopan dan
santun dalam tiap tahapan; komitmen mutu dengan melalui
pengupayaan efektivitas dan efisiensi; serta pelayanan publik.

B.SARAN

Dari pelaksanaan aktualisasi yang telah dijalani penulis, tentu
ada kegiatan-kegiatan yang dapat diperbaiki dalam rangka
meningkatkan kualitas kegiatan secara keseluruhan. Dalam
penyelenggaraan pelatihan secara keseluruhan, hal pertama yang
dapat dievaluasi adalah tentang waktu pelaksanaan. Dari sudut
pandang peserta, waktu pemberian materi yang dilaksanakan
hingga malam hari dirasa kurang efektif. Sebab peserta yang
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merasa kelelahan menjadi agak kesulitan dalam menerima materi.
Sarannya adalah waktu untuk memberikan materi hanya hingga
petang dan kemudian dilakukan evaluasi. Hal ini untuk memberikan
waktu kepada peserta mempersiapkan diri terkait materi yang akan
diberikan keesokan harinya.

Saran kedua adalah terkait dengan pemilihan pembawa materi.
Dalam pelatihan on campus yang diselenggarakan ini, terdapat
beberapa pembawa materi yang dirasa kurang mumpuni dalam
menjalankan perannya. Baik itu secara substansi maupun teknis
pembawaan diri, yang berakibat peserta kurang dapat memahami
materi dengan baik melalui poin yang disampaikan. Ada pula
kondisi dimana peserta merasa kurang menikmati sesi pemberian
materi yang dijalani. Sarannya adalah penyelenggara dapat
melakukan seleksi walaupun dalam lingkup kecil, sebagai contoh
seleksi dengan cara melakukan presentasi. Atau langkah lain yang
dapat ditempuh adalah dengan melaksanakan pelatihan bagi
pegawai yang dapat memberikan materi.

Saran selanjutnya adalah bagi unit kerja, yakni Bagian
Kepegawaian. Pertama yang dapat disampaikan adalah dengan
adanya dokumen kontrol ini dapat dijaga kesinambungan
fungsinya. Artinya dokumen terus digunakan dan terus diperhatikan
pengembangan dokumennya, disesuaikan dengan perkembangan
kondisi yang terjadi.

Kemudian adanya dokumen kontrol serta infografis ini juga
diharapkan dapat menjadi pemicu munculnya dokumen-dokumen
maupun infografis-infografis lainnya dalam proses kepegawaian
yang lain. Dokumen kontrol maupun infografis lainnya ini
diharapkan dapat muncul tanpa menunggu adanya pendidikan
maupun pelatihan khusus bagi pegawai. Artinya inovasi dapat terus
muncul untuk mengembangkan Kkualitas kerja maupun kualitas
pelayanan unit kerja.
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